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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sebelum menguraikan permasalahan pemasungan secara lebih spesifik, 

perlu dipahami terlebih dahulu bahwa penyandang disabilitas di Indonesia 

bukan merupakan kelompok yang homogen. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ragam 

disabilitas diklasifikasikan menjadi empat, yaitu disabilitas fisik yang berkaitan 

dengan terganggunya fungsi gerak; disabilitas intelektual yang berkaitan 

dengan keterbatasan fungsi pikir akibat tingkat kecerdasan di bawah rata-rata; 

disabilitas mental yang meliputi disabilitas psikososial dan disabilitas 

perkembangan yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial; serta 

disabilitas sensorik yang berkaitan dengan terganggunya salah satu fungsi 

panca indera. Selain keempat ragam tersebut, seseorang juga dapat mengalami 

disabilitas ganda atau multi, yaitu kombinasi dari dua ragam disabilitas atau 

lebih. Keempat ragam disabilitas tersebut memiliki karakteristik, kebutuhan, 

dan tingkat kerentanan yang berbeda-beda di hadapan hukum. Di antara ragam 

tersebut, penyandang disabilitas intelektual menempati posisi yang paling 

rentan dalam konteks perlindungan hukum, karena keterbatasan fungsi 

intelektual dan adaptif yang mereka miliki secara langsung memengaruhi 

kemampuan mereka untuk memahami hak-haknya, melaporkan pelanggaran 

yang dialami, maupun mengakses upaya hukum secara mandiri. Kerentanan 
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itulah yang menjadi alasan penelitian ini memfokuskan kajian secara khusus 

pada penyandang disabilitas intelektual sebagai korban tindakan pemasungan. 

Praktik pemasungan terhadap penyandang disabilitas intelektual masih 

menjadi permasalahan yang besar bagi berbagai daerah di Indonesia. Berbagai 

kebijakan telah dikeluarkan pemerintah, salah satunya melalui program 

Indonesia Bebas Pasung yang bertujuan menghapus praktik pemasungan 

secara nasional.1 Meskipun pemerintah telah membuat berbagai kebijakan 

untuk menghentikan praktik tersebut, realitas sosial menunjukkan bahwa 

pemasungan masih dijumpai di berbagai daerah, baik di wilayah pedesaan 

maupun perkotaan. Kebijakan pemerintah tersebut secara normatif menegaskan 

bahwa setiap warga negara yang mengalami gangguan jiwa memiliki hak yang 

sama untuk memperoleh perawatan dan perlindungan dari negara.  

Fakta menunjukkan bahwa masih terdapat penyandang disabilitas 

intelektual yang dipasung oleh keluarga maupun lingkungan sekitar dengan 

alasan menghindari perilaku yang dianggap membahayakan, keterbatasan 

ekonomi, serta sulitnya memperoleh akses pelayanan kesehatan jiwa. Tindakan 

tersebut menyebabkan penyandang disabilitas kehilangan kebebasan bergerak, 

mengalami penderitaan fisik dan psikis, serta kehilangan kesempatan untuk 

memperoleh kehidupan yang layak sebagai warga negara. 

Fenomena tersebut tercermin dalam tiga kasus yang menjadi fokus 

penelitian ini, yaitu kasus pemasungan penyandang disabilitas intelektual di 

 
1 E. Keliat, N. Helena, et al., “Indonesia Free from Pasung: A Policy Analysis,” 

International Journal of Mental Health Systems, Vol. 12, No. 62, 2018. 
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Kabupaten Lumajang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Lamongan. Kasus-

kasus aktual memperlihatkan bagaimana praktik pemasungan masih dianggap 

sebagai solusi yang wajar oleh masyarakat. Di Lumajang dengan kronolog 

terdapat 20 orang ODGJ di pasung pada setiap keluarga dengan alasan korban 

mengamuk dan pelaku sebagai keluarga serta Masyarakat sekitar merasa bahwa 

ODGJ sebagai aib keluarga sehingga enggan memberitahukan medis2 Kasus 

serupa juga terjadi di Cianjur, terdapat 20 (ODGJ)  di pasung beberapa 

keluarga, di temukan Dibebaskan Panti Aura Welas Asih bersama Dinsos dan 

Satpol PP dengan alasan keluarga tidak mampu biayai pengobatan dan korban 

mengamuk.3. Tidak ada tindakan hukum terhadap pihak keluarga, meskipun 

perbuatan tersebut secara jelas melanggar hak kebebasan seseorang. Di 

Lamongan dengan kronologi seorang anak berumur 20 tahun di pasung selama 

20 tahun dikarenakan sering mengamuk meminta rokok sejak kecil, dengan 

Upaya orang tuanya berobat kemana mana hingga menjual rumah lalu 

kepolisian datang untuk membawa korban ke Yayasan Purnomo dan pelaku 

hanya mendapat pembinaan sosial.4 Maka dapat dijelaskan korban bisa di 

lindungi ke polisi.tapi korban disabilitas tidak bisa melapor sendiri dan tidak 

ada aturan yang mewajibkan pihak ketiga seperti tetangga atau Lembaga 

 
2 Polres Lumajang, Kapolres Lumajang Bebaskan dan Bantu Pengobatan ODGJ yang 

Dipasung, Polres Lumajang, 2024, diakses melalui https://share.google/PrfEuoMRElTSBTCWk 

pada 19 November 2025 pukul 11.00 WIB. 
3 ANTARA News, Panti Aura Welas Asih Bebaskan Puluhan ODGJ yang Dipasung 

Keluarga, ANTARA News, 2024, diakses melalui https://share.google/nwlQcp4khLjTGH0cc pada 

19 November 2025 pukul 11.00 WIB. 
4 Setukpa Polri, Setukpa Polri Bantu ODGJ Dipasung, Akan Dibawa ke Yayasan Purnomo 

di Lamongan, Setukpa Polri, 2024, diakses melalui https://share.google/BLIt7ouaDPdMsLN52 pada 

19 November 2025 pukul 11.00 WIB 

https://share.google/nwlQcp4khLjTGH0cc
https://share.google/BLIt7ouaDPdMsLN52
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swadaya Masyarakat untuk melapor menjadi permasalahan besar masuk dalam 

pidana atau tidak. Adapun  perlindungan terhadap korban disabilitas memiliki 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) & Crisis Center Khusus 

Disabilitas,dinas sosial, dinas Kesehatan jiwa dan kepolisian dalam melakukan 

pendampingan dan rehabilitasi.Namun, hakikatnya tidak ada sanksi terhadap 

pelaku atas Tindakan tersebut. 

Ketiga kasus tersebut menunjukkan pola berulang: negara hadir melalui 

pendekatan sosial dan kemanusiaan, tetapi belum menegakkan aspek 

yuridisnya secara tegas. Pendekatan ini memang positif dari sisi kemanusiaan 

karena mengutamakan pemulihan korban, namun di sisi lain menimbulkan 

persepsi di masyarakat bahwa pemasungan dapat dimaklumi selama dilakukan 

oleh keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemasungan selama ini 

lebih sering dipandang sebagai persoalan sosial, kesehatan, atau kemiskinan 

daripada sebagai suatu perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum pidana. 

Padahal secara faktual, pemasungan merupakan tindakan yang membatasi 

kebebasan bergerak seseorang tanpa dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, 

perlu dikaji apakah tindakan pemasungan terhadap penyandang disabilitas 

intelektual dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta bagaimana 

seharusnya penegakan hukum dilakukan terhadap pelakunya. Permasalahan 

penyandang disabilitas di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek 

kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan penegakan hak asasi dan 

perlindungan hukum. Dalam praktiknya, hak-hak penyandang disabilitas 

sering kali belum terpenuhi secara optimal, terutama bagi mereka yang 
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mengalami disabilitas intelektual.  Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih 

terdapat kesenjangan antara norma hukum di lapangan, khususnya dalam hal 

penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, serta mekanisme perlindungan 

yang belum berjalan secara efektif. Faktor sosial-budaya ini berakar dari 

kurangnya pemahaman hukum, stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa 

(ODGJ), dan keterbatasan sarana medis di tingkat daerah. Akibatnya, tujuan 

dari kebijakan Indonesia Bebas Pasung untuk meniadakan praktik ini justru 

belum sepenuhnya tercapai. 

Terdapat dalam hal ini dapat dijelaskan penyandang disabilitas memiliki 

hak hak yang harus di penuhi sesuai undang undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang penyandang disabilitas, Undang-undang tersebut menjamin berbagai 

hak penyandang disabilitas, antara lain hak hidup, hak bebas dari diskriminasi, 

hak memperoleh perlindungan hukum, hak atas pelayanan kesehatan, hak 

rehabilitasi, hak hidup secara mandiri, serta hak untuk bebas dari penyiksaan, 

eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.  

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang 

Ketenagakerjaan, yang mewajibkan pemerintah daerah membentuk Unit 

Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan guna menjamin proses 

rekrutmen, pelatihan kerja, penempatan kerja, serta pendampingan yang adil 

dan bebas diskriminasi bagi penyandang disabilitas.  Namun demikian, PP ini 

mengatur pemenuhan hak atas pekerjaan secara umum dan tidak menyentuh 

aspek pertanggungjawaban pidana atas tindakan pemasungan. Meskipun 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mengatur secara komprehensif 
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mengenai penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang 

disabilitas, undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus ketentuan 

pidana terhadap setiap orang yang melakukan pemasungan sebagai bentuk 

perampasan kemerdekaan penyandang disabilitas. Kondisi tersebut 

menimbulkan kebutuhan untuk menelusuri dasar hukum pidana lain yang dapat 

digunakan dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku pemasungan. 

Dalam hukum pidana di Indonesia,Tindakan pemasungan dapat dikajmesi 

sebagai bentuk perampasan kemerdekaan sebagaimna diatur dalam pasal 333 

KUHP dan pasal 446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bahkan setelah 

UU No.1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana memperbarui ancaman 

pidana di Pasal 145 UU no.8 Tahun 2016,tidak satupun jalur pidana tersebut 

digunakan dalam kasus pemasungan. Secara faktual, tidak diproses secara 

pidana karena tidak ada penegakan hukum pidana. Hal ini bukan sekadar 

kelalaian teknis, melainkan cerminan kesenjangan hukum di lapangan. 

Secara hukum, praktik pemasungan terhadap penyandang disabilitas 

intelektual dapat dikaitkan dengan perbuatan yang merampas kemerdekaan 

seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 333 KUHP yang melarang setiap orang 

dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan orang lain. 

Ketentuan tersebut kemudian diperbarui dalam Pasal 446 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 yang tetapp menegaskan larangan terhadap perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum. Namun demikian, meskipun secara 

normatif telah terdapat pengaturan yang jelas, dalam implementasi penegakan 

hukum terhadap kasus pemasungan masih belum berjalan secara optimal, 
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tindakan pemasungan sesungguhnya telah memenuhi unsur-unsur perampasan 

kemerdekaan sebagaimana diatur dalam Pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menegaskan larangan bagi siapa pun 

untuk dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan orang lain. 

secara yuridis, perbuatan pemasungan bahkan jika dilakukan oleh anggota 

keluarga sendiri dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Namun, 

penegakan hukum terhadap pelaku jarang dilakukan karena aparat penegak 

hukum sering kali mengedepankan asas ultimum remedium, yakni menjadikan 

hukum pidana sebagai sarana terakhir ketika pendekatan sosial dianggap lebih 

efektif. 

Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus pemasungan 

belum berjalan secara maksimal, karena masih lebih banyak diselesaikan 

melalui pendekatan sosial dan medis. Padahal, jika dilihat dari sisi hukum 

pidana, praktik pemasungan yang dalam hukum pidana dapat dikaitkan dengan 

perampasan kemerdekaan berkaitan dengan perampasan kemerdekaan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP. Dalam perkembangan terbaru, 

ketentuan ini juga diatur kembali dalam Pasal 446 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 tentang KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa baik dalam KUHP 

lama maupun KUHP baru, tindakan yang membatasi kebebasan seseorang 

tetap memiliki dasar dalam hukum pidana. Negara memiliki kewajiban untuk 

menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memiliki 

gangguan kejiwaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
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Kesehatan Jiwa secara tegas menjamin perlindungan, penghormatan, serta 

pemenuhan hak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Secara khusus, UU 

No. 8 Tahun 2016 menjamin setidaknya tiga hak yang secara langsung 

dilanggar oleh tindakan pemasungan: hak atas kebebasan dan hidup secara 

mandiri (Pasal 9), hak atas kesehatan (Pasal 12), serta hak bebas dari tindakan 

diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi (Pasal 18). 

pemasungan bukan hanya melanggar norma pidana umum dalam KUHP, tetapi 

juga secara langsung melanggar hak-hak yang dijamin oleh undang-undang 

khusus penyandang disabilitas. Lebih lanjut, Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016 

sebenarnya telah memuat ketentuan pidana bagi siapa pun yang menghalangi 

atau melarang penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya. Akan tetapi, 

masih sering ditemukan ketidaksinkronan antara norma hukum yang tertulis 

dengan pelaksanaannya di lapangan. Lemahnya koordinasi antara aparat 

penegak hukum, tenaga medis, dan pemerintah daerah menjadi salah satu 

faktor utama yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban 

pemasungan tidak berjalan efektif. Kurangnya pengawasan dan tindak lanjut 

terhadap kasus pemasungan menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan 

hak penyandang disabilitas belum berjalan secara terpadu.5 Di sisi lain, 

keterbatasan fasilitas kesehatan jiwa di berbagai daerah seperti minimnya 

rumah sakit jiwa, tenaga profesional, dan sarana rehabilitasi semakin 

memperburuk keadaan, sehingga banyak keluarga memilih jalan pintas dengan 

mengurung atau mengikat anggota keluarganya yang mengalami gangguan 

 
5  Rachmawati, Titin, Loc.Cit. 
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jiwa. Kurangnya koordinasi antar lembaga serta lemahnya pemantauan 

terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas menyebabkan banyak 

keluarga tidak memperoleh akses terhadap layanan medis dan dukungan sosial 

yang seharusnya mereka terima.6 

Dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang 

rendah, tindakan ini bahkan dianggap sebagai bentuk kasih sayang atau 

tanggung jawab moral, bukan sebagai pelanggaran hukum. praktik 

pemasungan yang dalam hukum pidana dapat dikaitkan dengan perampasan 

kemerdekaan terhadap penyandang disabilitas intelektual juga menimbulkan 

persoalan hukum lain, yaitu mengenai sejauh mana pelaku dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana. Praktik pemasungan yang dalam hukum pidana 

dapat dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan terhadap penyandang 

disabilitas intelektual juga menimbulkan persoalan hukum lain, yaitu mengenai 

sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam banyak 

kasus, pelaku pemasungan merupakan orang tua atau anggota keluarga dekat 

korban yang melakukannya bukan dengan niat jahat, melainkan karena 

ketidaktahuan hukum atau keterbatasan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan 

dilema dalam penegakan hukum, karena di satu sisi terdapat unsur perbuatan 

melawan hukum, tetapi di sisi lain terdapat motif perlindungan yang bersifat 

keliru. 7Situasi ini menimbulkan dilema antara penerapan hukum secara tegas 

 
6 Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (MA RI dan UNDP), 

Panduan Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, MA RI & UNDP, Jakarta, 2021, hlm. 27. 
7 Andi Khadafi, “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemasungan Orang yang Menderita 

Skizofrenia di Indonesia”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12 No. 1, 2017. 



 

10 
 

dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, penting 

untuk meninjau kembali bagaimana pendekatan hukum pidana dapat 

diterapkan secara proporsional tanpa mengabaikan aspek sosial masyarakat. 

Dari sisi korban, penyandang disabilitas intelektual yang dipasung 

mengalami kerugian ganda: selain kehilangan kebebasan fisik, mereka juga 

kehilangan akses terhadap perlindungan hukum dan layanan kesehatan. 8 

Dalam banyak kasus, korban tidak mendapatkan rehabilitasi hukum maupun 

kompensasi, karena dianggap sebagai objek belas kasihan semata, bukan 

subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi. Hal ini menunjukkan 

bahwa fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan korban belum 

berjalan efektif. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan 

aspek normatif, tetapi juga implementasi penegakan hukum. Dalam ketiga 

kasus tersebut, korban pada akhirnya memperoleh rehabilitasi medis maupun 

sosial, namun perlu dianalisis lebih lanjut apakah terdapat proses penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan terhadap pelaku 

pemasungan. Analisis tersebut penting untuk perlindungan hukum terhadap 

penyandang disabilitas intelektual telah diwujudkan secara optimal melalui 

sistem peradilan pidana atau masih terbatas pada pendekatan rehabilitatif. 

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa praktik pemasungan terhadap 

penyandang disabilitas intelektual bukan hanya persoalan sosial dan kesehatan, 

tetapi juga berkaitan dengan masalah hukum, serta penting dilakukan untuk 

 
8 Dwi Sari, “Analisis Hukum terhadap Praktik Pemasungan di Indonesia: Antara 

Perlindungan dan Pelanggaran HAM”, Jurnal Hukum dan HAM Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 

145–162. 
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menganalisis kualifikasi tindak pidana pemasungan terhadap penyandang 

disabilitas intelektual serta menganalisis bentuk perlindungan hukum dan 

implementasi penegakan hukum terhadap tiga kasus pemasungan yang menjadi 

objek penelitian.dan fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum9. 

B. Rumusan Masalah  

1. Apa kualifikasi yuridis tindakan pemasungan terhadap penyandang 

disabilitas intelektual dalam hukum pidana Indonesia? 

2. Bagaimana kesenjangan antara perlindungan normatif dan implementasi 

penegakan hukum dalam kasus pemasungan terhadap penyandang 

disabilitas intelektual di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis praktik pemasungan yang dalam 

hukum pidana dapat dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan  

terhadap penyandang disabilitas Intelektual dapat dikualifisikasikan 

sebagai tindak pidana 

2.  Untuk Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum 

disabilitas Intelektual sebagai korban pemasungan   

D. Orisinalitas Penelitian 

Kajian mengenai pemasungan terhadap penyandang disabilitas intelektual 

umumnya masih menempatkan persoalan ini dalam konteks sosial dan moral, 

bukan sebagai pelanggaran hukum yang menuntut pertanggungjawaban 

pidana. Padahal, secara normatif, perbuatan pemasungan merupakan bentuk 

 
9 Wahid Nurrohman dan Pudji Astuti, “Analisis Yuridis Pemasungan terhadap Orang 

dengan Gangguan Jiwa dikaitkan dengan Pasal 333 KUHP tentang Perampasan Kemerdekaan”, 

Jurnal Novum, Vol. 05, No. 03, 2018, hlm. 183–192 
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pelanggaran terhadap hak asasi dan kebebasan individu yang dijamin oleh 

hukum nasional. 10Permasalahan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum 

yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan efektif bagi 

penyandang disabilitas intelektual sebagai korban, maupun menentukan secara 

tegas kedudukan pelaku dalam hukum pidana. 

Kecenderungan yang berkembang dalam berbagai kajian memperlihatkan 

bahwa praktik pemasungan yang dalam hukum pidana dapat dikaitkan dengan 

perampasan kemerdekaan kerap dipahami sebagai bentuk kepedulian keluarga 

terhadap anggota yang mengalami gangguan jiwa atau disabilitas intelektual. 

Akibatnya, tindakan tersebut sering kali dibiarkan tanpa proses hukum yang 

jelas, bahkan dianggap wajar selama dilakukan dengan alasan kasih sayang 

atau ketakutan akan bahaya. Padahal, secara yuridis, pemasungan termasuk 

dalam kategori perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam Pasal 333 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga seharusnya dapat 

diproses secara hukum. 

Penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru yang menempatkan korban 

sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional atas kebebasan dan 

keadilan. Pendekatan yang digunakan berupaya memperkuat fungsi hukum 

pidana tidak hanya sebagai sarana penegakan sanksi, tetapi juga sebagai alat 

perlindungan bagi individu yang rentan. Dalam konteks ini, penelitian 

diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan 

 
10 Sihombing, Ruth Elizabeth, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia, Lembaga Studi 

dan Advokasi Masyarakat, Jakarta , 2018, hlm. 42. 
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hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi 

manusia. 

No. 
Nama 

Penulis 
Judul Perbedaan 

1 
Nabila Sari 

(2020) (UI)  

Pìerlindungan 

Hukum tìerhadap 

Orang dìengan 

Gangguan Jiwa 

(ODGJ) dalam 

Pìerspìektif Hak 

Asasi Manusia 

Pìenìelitian ini fokus pada pìerlindungan hak 

asasi bagi ODGJ dalam kontìeks pìelayanan 

kìesìehatan mìental, dìengan pìendìekatan hak 

sosial dan administratif, sìerta kìebijakan 

pìemìerintah dalam rìehabilitasi ODGJ. 

Namun, bìelum mìembahas aspìek pidana dari 

pìemasungan olìeh kìeluarga atau masyarakat. 

Pìenìelitian ini bìerfokus pada pìengkajian 

yuridis tìerhadap unsur-unsur pidana dalam 

pìemasungan sìerta pìenìerapan 

pìertanggungjawaban pidana bagi pìelaku 

pìerampasan kìemìerdìekaan tìerhadap 

pìenyandang disabilitas intìelìektual. 

Pìenìelitian ini mìelìengkapi pìenìelitian Nabila 

dìengan kajian hukum pidana mìendalam.11 

2 

Dìewi dan 

Prasìetyo 

(2022) 

(UNHAS)  

Aspìek Hukum 

Pìerlindungan 

tìerhadap 

Pìenyandang 

Disabilitas dalam 

Sistìem Pìeradilan 

Pidana 

Pìenìelitian ini lìebih banyak mìengulas 

kìewajiban aparat pìenìegak hukum dalam 

mìembìerikan aksìesibilitas dan pìelatihan 

untuk mìenghindari diskriminasi tìerhadap 

pìenyandang disabilitas. Namun, tidak 

mìembahas sìecara spìesifik tindak pidana 

pìemasungan atau pìenìerapan pasal-pasal 

pidana tìerhadap pìelaku pìerampasan 

kìebìebasan. Bìerbìeda dìengan pìenìelitian ini, 

kajian ini mìencakup aspìek substantif 

pìenìerapan hukum pidana tìerhadap pìelaku 

pìemasungan dan pìerlindungan hukum bagi 

korban pìenyandang disabilitas intìelìektual.12 

 
11 Nabila Sari, “Perlindungan Hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020. 
12 Dewi dan Prasetyo, “Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas 

dalam Sistem Peradilan Pidana”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022. 
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No. 
Nama 

Penulis 
Judul Perbedaan 

3 

Siti 

Nurhaliza 

(2021) 

(UNAND)  

Pìerlindungan 

Hukum bagi 

Pìenyandang 

Disabilitas 

Intìelìektual dalam 

Tindak Pidana 

Pìemasungan 

Pìenìelitian ini mìembahas pìerlindungan 

hukum bagi pìenyandang disabilitas 

intìelìektual dalam kontìeks hukum pìerdata dan 

kìesìehatan jiwa. Bìerbìeda dìengan pìenìelitian 

ini yang lìebih fokus pada aspìek hukum 

pidana, khususnya mìengìenai sanksi bagi 

pìelaku pìemasungan, pìenìelitian Siti tidak 

sìecara mìendalam mìenganalisis kìetìentuan 

pidana yang rìelìevan atau bagaimana 

pìenìerapan sanksi pidana tìerhadap pìelaku. 

Pìenìelitian ini juga tidak mìenyoroti prosìes 

hukum dalam kasus pìemasungan yang 

mìelibatkan kìeluarga sìebagai pìelaku. 

Pìenìelitian ini mìembìerikan kontribusi baru 

dalam hal pìemahaman yuridis tìerkait 

pìemasungan sìebagai tindak pidana.13 

4 

Rudi 

Kurniawan 

(2020) 

(USU)  

Pìerlindungan 

Hukum bagi 

Pìenyandang 

Disabilitas dalam 

Tindak 

Kìekìerasan dalam 

Kìeluarga 

(KDRT)  

Pìenìelitian ini bìerfokus pada pìerlindungan 

hukum tìerhadap pìenyandang disabilitas 

dalam kontìeks kìekìerasan dalam rumah 

tangga (KDRT). Bìerbìeda dìengan pìenìelitian 

ini yang lìebih spìesifik mìembahas 

pìemasungan sìebagai bìentuk pìerampasan 

kìebìebasan, pìenìelitian ini lìebih mìengarah 

pada pìerbuatan kìekìerasan fisik dan 

psikologis dalam kìeluarga. Pìenìelitian ini 

mìelìengkapi kajian sìebìelumnya dìengan fokus 

pada pìenìerapan hukum pidana tìerhadap 

kìeluarga yang mìelakukan pìemasungan 

tìerhadap pìenyandang disabilitas 

intìelìektual.14 

5 Aulia Pìengaruh Pìenìelitian ini mìenganalisis kìebijakan 

 
13 Siti Nurhaliza, “Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Intelektual dalam 

Tindak Pidana Pemasungan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021. 
14 Rudi Kurniawan, “Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Tindak 

Kekerasan dalam Keluarga (KDRT)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020. 
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No. 
Nama 

Penulis 
Judul Perbedaan 

Rahmawati 

(2022) 

(UGM)  

Kìebijakan 

Pìemìerintah 

dalam 

Pìenanganan 

Kasus 

Pìemasungan 

tìerhadap 

Pìenyandang 

Disabilitas 

Intìelìektual 

pìemìerintah dalam mìenangani kasus 

pìemasungan tìerhadap pìenyandang disabilitas 

intìelìektual. Mìeskipun pìenìelitian ini 

mìencakup kìebijakan pìemìerintah, pìenìelitian 

ini bìelum mìenyìentuh aspìek hukum pidana 

tìerkait praktik pìemasungan yang dalam 

hukum pidana dapat dikaitkan dìengan 

pìerampasan kìemìerdìekaan. Bìerbìeda dìengan 

pìenìelitian ini yang tidak hanya mìembahas 

kìebijakan sosial dan mìedis, tìetapi juga 

mìengkaji aspìek hukum pidana yang 

ditìerapkan tìerhadap pìelaku pìemasungan 

sìerta pìerlindungan yang sìeharusnya ditìerima 

olìeh korban dari sisi hukum pidana.15 

 

E. Tinjauan Pustaka  

1. Pìerlindungan Hukum 

Pìerlindungan hukum mìerupakan konsìep fundamìental dalam sistìem 

hukum nasional yang bìertujuan mìembìerikan rasa aman dan kìeadilan 

kìepada sìetiap warga nìegara dari tindakan yang m ìelanggar hak-hak dasar. 

pìerlindungan hukum adalah upaya untuk mìembìerikan pìengayoman kìepada 

subjìek hukum mìelalui pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerlaku.16 

Pìerlindungan ini tìerbagi mìenjadi dua bìentuk, yaitu pìerlindungan hukum 

 
15  Aulia Rahmawati, “Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kasus 

Pemasungan terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 

Gadjah Mada, 2022. 
16 Suharto, Eko Saputra, Buku Disabilitas, Pusat Kajian Disabilitas Indonesia, Jakarta, 

2019, hlm. 37. 
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prìevìentif, yang bìertujuan mìencìegah tìerjadinya pìelanggaran, dan rìeprìesif, 

yang dibìerikan sìetìelah pìelanggaran tìerjadi. 

Bab ini mìemuat pìembahasan mìengìenai tìeori, konsìep, dan asas hukum 

yang bìerkaitan dìengan pìermasalahan yang ditìeliti. Uraian dalam bab ini 

mìencakup pìerlindungan hukum, pìerampasan kìemìerdìekaan dalam 

kaitannya dìengan praktik pìemasungan, sìerta hak-hak pìenyandang 

disabilitas intìelìektual. Pìembahasan tìersìebut digunakan sìebagai landasan 

untuk mìenganalisis pìermasalahan dalam pìenìelitian ini, khususnya yang 

bìerkaitan dìengan kìetìentuan Pasal 333 KUHP dan Pasal 446 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 

Dalam hukum pidana modìern, pìerlindungan hukum tìerhadap korban 

tidak hanya dimaknai sìebagai pìembìerian sanksi kìepada pìelaku, tìetapi juga 

sìebagai upaya nìegara untuk mìenjamin hak korban atas pìemulihan dan 

kìeadilan yang sìetara. Komnas HAM (2015) mìenìegaskan bahwa Rancangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bìelum sìepìenuhnya 

mìengakomodasi kìebutuhan pìerlindungan bagi pìenyandang disabilitas, 

khususnya kìetika mìerìeka mìenjadi korban tindak pidana. Pìendìekatan yang 

digunakan masih bìeroriìentasi pada pìelaku, bukan pada pìemulihan korban.17 

2.  Tindakan Pìemasungan dalam Pìerspìektif Hukum Pidana 

Sìecara ìetimologis, pìemasungan bìerarti tindakan mìembìelìenggu atau 

mìengìekang kìebìebasan sìesìeorang dìengan cara mìengikat, mìengurung, atau 

 
17 Komnas HAM RI, Disabilitas dan RKUHP 2015: Kajian Hukum dan HAM, Komnas 

HAM, Jakarta, 2015, hlm. 18–20. 
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mìengisolasi sìecara paksa. Dalam kontìeks hukum, tindakan tìersìebut dapat 

dikualifikasikan sìebagai pìerbuatan yang mìelawan hukum apabila dilakukan 

tanpa dasar hukum yang sah. Bìerdasarkan Pasal 333 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP), sìetiap orang yang dìengan sìengaja dan mìelawan 

hukum mìerampas kìemìerdìekaan orang lain dapat dipidana dìengan pidana 

pìenjara paling lama dìelapan tahun. Mìeskipun dìemikian, dalam praktiknya 

praktik pìemasungan yang dalam hukum pidana dapat dikaitkan dìengan 

pìerampasan kìemìerdìekaan sìering kali dilakukan olìeh kìeluarga dìengan 

alasan kasih sayang atau upaya mìelindungi orang yang dianggap 

mìembahayakan diri sìendiri dan orang lain. Pandangan sìemacam ini sìering 

mìengaburkan batas antara motif sosial dìengan konsìekuìensi hukum. 

Padahal, dari sisi yuridis, pìerbuatan tìersìebut tìetap mìemìenuhi unsur actus 

rìeus dan mìens rìea sìebagaimana diatur dalam hukum pidana positif. 

 Sìelain KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tìentang 

Pìenyandang Disabilitas mìenìegaskan hak pìenyandang disabilitas untuk 

bìebas dari ìeksploitasi, kìekìerasan, dan pìerlakuan yang mìerìendahkan 

martabat manusia. Pìemasungan tìerhadap pìenyandang disabilitas 

intìelìektual bukan hanya mìelanggar norma pidana, tìetapi juga mìerupakan 

bìentuk pìelanggaran tìerhadap hak asasi manusia yang dijamin olìeh undang-

undang. 

3. Kajian Tìeori tìentang Korban dan Pìenyandang Disabilitas Intìelìektual. 

Dalam tìeori hukum pidana, korban mìerupakan pihak yang mìendìerita sìecara 

langsung akibat suatu tindak pidana. bahwa korban kìejahatan bìerhak 
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mìendapatkan pìengakuan, pìerlindungan, dan pìemulihan atas kìerugian fisik, 

mìental, maupun sosial.18 Dalam kontìeks pìemasungan, pìenyandang 

disabilitas intìelìektual tìermasuk dalam katìegori korban yang sangat rìentan 

karìena kìetìerbatasan mìental mìerìeka mìembuatnya tidak mampu mìembìela 

diri atau mìemahami situasi hukum yang mìenimpanya. Pìenyandang 

disabilitas intìelìektual mìemiliki karaktìeristik khusus yang mìembìedakan 

mìerìeka dari pìenyandang disabilitas fisik. Pasal angka 5 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2016, disabilitas intìelìektual adalah kìetìerbatasan fungsi 

intìelìektual dan adaptif yang mìemìengaruhi kìemampuan sìesìeorang untuk 

bìerpartisipasi dalam kìehidupan sosial. Olìeh karìena itu, mìerìeka 

mìemìerlukan pìerlindungan hukum yang lìebih kuat agar tidak mìenjadi 

korban ìeksploitasi, kìekìerasan, atau pìenìelantaran. Dalam pìerspìektif hak 

asasi manusia, sìetiap individu mìemiliki hak yang sama di hadapan hukum 

tanpa diskriminasi. Prinsip ini ditìegaskan dalam Konvìensi Hak Pìenyandang 

Disabilitas (Convìention on thìe Rights of Pìersons with Disabilitiìes/CRPD) 

yang tìelah diratifikasi Indonìesia mìelalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2011. Dìengan ratifikasi tìersìebut, nìegara bìerkìewajiban untuk mìemastikan 

bahwa pìenyandang disabilitas intìelìektual mìempìerolìeh pìerlindungan 

hukum yang ìefìektif, tìermasuk dalam kasus pìemasungan yang dilakukan 

olìeh kìeluarga sìendiri. 

4. Tinjauan Hukum Intìernasional tìentang Pìerlindungan Pìenyandang 

Disabilitas Intìelìektual 

 
18 Moch. Ruhman, Tindak Pidana terhadap Penyandang Disabilitas, Jurnal Hukum dan 

Pembangunan Sosial, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2023, hlm. 12; 
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  Pìerlindungan hukum tìerhadap pìenyandang disabilitas intìelìektual 

juga tidak hanya dibatasi pada hukum nasional Indonìesia, tìetapi juga diatur 

dalam kìerangka hukum intìernasional, yang mìenìekankan pìentingnya 

pìerlindungan hak-hak pìenyandang disabilitas di sìeluruh dunia. Salah satu 

instrumìen intìernasional yang utama dalam hal ini adalah Konvìensi Hak 

Pìenyandang Disabilitas (Convìention on thìe Rights of Pìersons with 

Disabilitiìes, CRPD), yang tìelah diratifikasi olìeh Indonìesia mìelalui 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tìentang Pìengìesahan Konvìensi 

Hak-Hak Pìenyandang Disabilitas. CRPD mìembìerikan panduan yang jìelas 

mìengìenai hak-hak pìenyandang disabilitas, tìermasuk pìenyandang 

disabilitas intìelìektual, dan mìenìegaskan bahwa mìerìeka bìerhak 

mìendapatkan pìerlindungan yang sìetara, bìebas dari ìeksploitasi, kìekìerasan, 

dan pìenyalahgunaan hak mìerìeka. 

Pasal 14 CRPD sìecara tìegas mìenìekankan bahwa sìetiap individu, 

tìermasuk pìenyandang disabilitas, bìerhak bìebas dari pìerampasan 

kìemìerdìekaan sìecara sìewìenang-wìenang. Artinya, tindakan pìemasungan, 

yang sìering dilakukan tìerhadap pìenyandang disabilitas intìelìektual, tanpa 

dasar hukum yang sah dapat dikatìegorikan sìebagai pìelanggaran tìerhadap 

hak kìebìebasan pribadi mìerìeka. Nìegara yang mìeratifikasi konvìensi ini, 

sìepìerti Indonìesia, mìemiliki kìewajiban untuk mìemastikan bahwa 

pìenyandang disabilitas intìelìektual dilindungi dìengan hukum yang ìefìektif, 

sìerta dibìerikan aksìes yang sìetara tìerhadap layanan yang dapat mìembantu 

mìerìeka hidup sìecara mandiri dan bìebas dari diskriminasi. 
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Lìebih lanjut, dalam Pasal 16 CRPD, ditìegaskan bahwa nìegara harus 

mìengambil langkah-langkah untuk mìelindungi pìenyandang disabilitas dari 

ìeksploitasi, kìekìerasan, dan pìenyalahgunaan, yang sìering tìerjadi kìetika 

mìerìeka mìenjadi korban tindakan sìepìerti pìemasungan. Konvìensi ini 

mìengharuskan nìegara-nìegara anggota untuk mìenyìediakan mìekanismìe 

pìerlindungan yang mìemadai bagi pìenyandang disabilitas, tìermasuk 

pìerlindungan tìerhadap mìerìeka yang mìengalami gangguan jiwa atau 

disabilitas intìelìektual, dan mìenjamin aksìes mìerìeka tìerhadap sistìem 

pìeradilan yang adil. Olìeh karìena itu, Indonìesia sìebagai nìegara yang tìelah 

mìeratifikasi CRPD, sìeharusnya mìenjadikan prinsip-prinsip ini sìebagai 

landasan untuk mìempìerkuat pìerlindungan hukum tìerhadap pìenyandang 

disabilitas intìelìektual. 

5. Pìemasungan dalam Pìerspìektif Sosial dan Mìedis 

  Praktik pìemasungan tìerhadap pìenyandang disabilitas intìelìektual 

sìering kali dipandang sìebagai suatu tindakan yang dilakukan olìeh kìeluarga 

dìengan alasan kìemanusiaan, untuk mìelindungi anggota kìeluarga yang 

mìerìeka anggap mìembahayakan diri mìerìeka sìendiri atau orang lain. Namun, 

pandangan ini sìeringkali muncul karìena kurangnya pìemahaman tìentang 

altìernatif pìerawatan yang lìebih manusiawi dan ìefìektif, baik dari sisi mìedis 

maupun sosial. Dalam banyak kasus, kìeluarga yang mìengurung atau 

mìembatasi kìebìebasan pìenyandang disabilitas intìelìektual bìeranggapan 

bahwa tindakan tìersìebut adalah bìentuk pìerlindungan yang sah, mìeskipun 
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pada kìenyataannya, tindakan tìersìebut justru mìelanggar hak-hak dasar 

individu tìersìebut, yaitu hak atas kìebìebasan pribadi yang dijamin olìeh 

hukum. 

  Dalam banyak kasus, pìemasungan ini dilakukan dìengan alasan 

pìerlindungan atau kìeinginan untuk mìenghindari bahaya yang dianggap 

datang dari pìerilaku pìenyandang disabilitas intìelìektual. Namun, mìeskipun 

sìering dilakukan dìengan niat yang baik, tindakan pìemasungan tìetap 

mìenyalahi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, yang mìenuntut sìetiap 

individu untuk mìemiliki kìebìebasan, aksìes tìerhadap pìerawatan mìedis yang 

mìemadai, sìerta pìerlindungan hukum tìerhadap pìenyalahgunaan hak 

mìerìeka. Olìeh karìena itu, pìendìekatan sosial dan mìedis yang lìebih baik 

harus diprioritaskan, sìepìerti aksìes tìerhadap layanan rìehabilitasi mìedis yang 

sìesuai, sìerta pìerawatan psikologis yang bisa mìembantu pìenyandang 

disabilitas intìelìektual untuk kìembali bìerfungsi sìecara mandiri dalam 

masyarakat. 

Hukum ini mìembìeri jaminan bahwa pìenyandang disabilitas 

intìelìektual harus mìenìerima pìerawatan yang manusiawi dan bìerbasis pada 

pìendìekatan mìedis yang sìesuai dìengan kìebutuhan mìerìeka. Sayangnya, 

kìetìerbatasan fasilitas kìesìehatan jiwa di bìerbagai daìerah, sìerta kurangnya 

tìenaga mìedis profìesional yang mìemiliki pìemahaman tìentang disabilitas 

intìelìektual, masih mìenjadi hambatan bìesar dalam mìemastikan bahwa hak-

hak pìenyandang disabilitas intìelìektual tìerlindungi dìengan baik. 
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6. Pìerlindungan Hukum di Indonìesia: Implìemìentasi dan Tantangan 

  Di Indonìesia, mìeskipun sudah ada bìebìerapa pìeraturan yang 

mìelindungi hak-hak pìenyandang disabilitas, implìemìentasi pìerlindungan 

hukum tìerhadap mìerìeka, tìerutama pìenyandang disabilitas intìelìektual, 

masih mìenghadapi banyak tantangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 tìentang Pìenyandang Disabilitas sìecara ìeksplisit mìengakui bahwa 

pìenyandang disabilitas bìerhak mìempìerolìeh pìerlindungan yang sìetara di 

hadapan hukum, namun dalam praktiknya, banyak pìenyandang disabilitas 

yang bìelum mìendapatkan hak-hak tìersìebut. 

  Komnas HAM dalam kajiannya pada tahun 2015 m ìenìegaskan 

bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bìelum 

sìepìenuhnya mìengakomodasi kìebutuhan pìerlindungan hukum bagi 

pìenyandang disabilitas, khususnya dalam kontìeks pìenyandang disabilitas 

intìelìektual sìebagai korban tindak pidana. Pìendìekatan yang digunakan 

dalam hukum pidana Indonìesia masih lìebih bìerfokus pada pìelaku tindak 

pidana, bukan pada pìemulihan korban, yang mìenyìebabkan pìerlindungan 

bagi pìenyandang disabilitas intìelìektual masih sangat tìerbatas. Salah satu 

tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antar lìembaga pìemìerintah 

yang bìertanggung jawab atas kìesìejahtìeraan pìenyandang disabilitas, sìepìerti 

Kìemìentìerian Sosial, Kìemìentìerian Kìesìehatan, dan Kìepolisian, yang 

sìeringkali bìelum bìekìerja sìecara tìerpadu untuk mìenangani kasus 
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pìemasungan dan mìembìerikan pìerawatan yang tìepat bagi pìenyandang 

disabilitas intìelìektual. 

  Disamping itu, stigma sosial yang masih mìelìekat pada pìenyandang 

disabilitas intìelìektual turut mìempìerburuk kondisi mìerìeka. Masyarakat 

sìering kali mìelihat pìenyandang disabilitas intìelìektual sìebagai kìelompok 

yang tidak mampu untuk mìengurus diri mìerìeka sìendiri, sìehingga mìerìeka 

dianggap sìebagai objìek bìelas kasihan atau bukan subjìek hukum yang 

mìemiliki hak-hak dasar. Hal ini mìembuat mìerìeka rìentan tìerhadap 

pìenyalahgunaan dan ìeksploitasi, baik olìeh kìeluarga sìendiri maupun olìeh 

masyarakat di sìekitar mìerìeka. Olìeh karìena itu, pìendidikan hukum kìepada 

masyarakat sangat pìerlu untuk mìeningkatkan kìesadaran akan pìentingnya 

pìerlindungan hak pìenyandang disabilitas intìelìektual dan mìenjauhkan 

mìerìeka dari praktik-praktik ìeksploitasi dan pìelanggaran hak. 

7. Altìernatif Pìenyìelìesaian Kasus Pìemasungan dan Rìehabilitasi 

  Dalam kontìeks pìenanganan kasus pìemasungan, pìendìekatan yang 

lìebih bìerbasis pada rìehabilitasi mìedis dan sosial pìerlu dipìertimbangkan 

dìengan sìerius. Pìemìerintah, bìersama dìengan lìembaga-lìembaga yang 

bìerkìepìentingan, pìerlu mìenyìediakan fasilitas rìehabilitasi yang mìemadai, 

baik itu rìehabilitasi fisik, psikologis, maupun sosial, untuk pìenyandang 

disabilitas intìelìektual yang mìengalami pìemasungan. Hal ini bìertujuan agar 

mìerìeka tidak hanya dipulihkan kondisinya, tìetapi juga dapat kìembali 

bìerpartisipasi sìecara mandiri dalam kìehidupan masyarakat. 
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  Pìenyandang disabilitas intìelìektual sìeharusnya mìempìerolìeh aksìes 

tìerhadap pìerawatan mìedis yang layak, sìerta pìendidikan dan pìelatihan 

kìetìerampilan untuk mìembantu mìerìeka hidup sìecara mandiri. Upaya 

pìemìerintah dalam mìenyìediakan fasilitas ini harus diikuti dìengan kìebijakan 

rìehabilitasi sosial yang lìebih mìenyìeluruh dan tidak hanya mìengandalkan 

pìendìekatan hukum pidana sìemata. Kìebijakan yang bìerpihak pada korban 

harus lìebih ditìekankan, dìengan mìemastikan bahwa sìemua pìenyandang 

disabilitas intìelìektual mìendapatkan aksìes yang sìetara tìerhadap pìendidikan, 

pìerawatan mìedis, dan pìelayanan sosial. 

  Sìelain itu, pìenting untuk mìelibatkan masyarakat dalam prosìes 

rìehabilitasi dan rìeintìegrasi sosial pìenyandang disabilitas intìelìektual, agar 

mìerìeka tidak hanya dipulihkan sìecara fisik, tìetapi juga ditìerima dan 

dihargai dalam masyarakat. Nìegara dan masyarakat dapat bìekìerja sama 

dalam mìenciptakan lingkungan yang lìebih inklusif dan mìendukung 

pìenyandang disabilitas intìelìektual untuk hidup dìengan martabat dan 

kìebìebasan yang mìerìeka miliki sìebagai individu. 

 F. Definisi Operasional 

1. Pìerlindungan Hukum 

Tindak Pìerlindungan hukum mìerupakan upaya yang dilakukan 

nìegara untuk mìenjamin kìepastian, kìeadilan, dan rasa aman bagi sìetiap 

warga nìegara yang haknya dilanggar. Pìerlindungan ini mìencakup dua 
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bìentuk, yakni prìevìentif, sìebagai upaya pìencìegahan pìelanggaran, 19dan 

rìeprìesif, sìebagai pìenìegakan hukum sìetìelah pìelanggaran tìerjadi.Dalam 

kontìeks hukum pidana, pìerlindungan hukum tidak hanya mìeliputi upaya 

nìegara dalam mìembìerikan hukuman tìerhadap pìelaku, tìetapi juga jaminan 

pìemulihan dan kìeadilan bagi korban kìejahatan. 

Olìeh karìena itu, pìerlindungan hukum tìerhadap pìenyandang disabilitas 

intìelìektual sìebagai korban pìemasungan dipahami sìebagai tanggung jawab 

nìegara dalam mìelindungi martabat manusia sìerta mìenìegakkan kìeadilan 

sosial. 

2. Pìenyandang Disabilitas Intìelìektual 

Pìenyandang disabilitas intìelìektual adalah individu yang mìengalami 

kìetìerbatasan fungsi intìelìektual dan kìemampuan adaptif, sìehingga 

bìerpìengaruh tìerhadap kìemampuan bìerintìeraksi sosial dan kìemandirian 

hidupnya.20 Sìebagai bagian dari kìelompok rìentan, mìerìeka bìerhak 

mìempìerolìeh pìerlindungan dan pìelayanan hukum yang mìenjamin hak-

haknya sìecara pìenuh dan sìetara di hadapan hukum. 

Pìengaturan mìengìenai hak tìersìebut tìelah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tìentang Pìenyandang Disabilitas yang 

mìenìegaskan bahwa pìenyandang disabilitas mìemiliki kìedudukan hukum 

yang sama dìengan warga nìegara lainnya. 

 
19 Dwi Ratna Indriastuti, “Konsep Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana dalam 

Sistem Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 2, 2021, hlm. 217. 
20 Nurhayati dan Iqbal Fadil, Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas 

di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 56. 
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3. Pìemasungan 

Pìemasungan mìerupakan tindakan mìembatasi kìebìebasan 

sìesìeorang dìengan cara mìengurung, mìembìelìenggu, atau mìenahan tanpa 

dasar hukum yang sah. Dalam pìerspìektif hukum pidana, tindakan 

pìemasungan tìermasuk kìe dalam katìegori tindak pidana pìerampasan 

kìemìerdìekaan, sìebagaimana diatur dalam Pasal 333 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). 

4. Korban 

Korban adalah sìetiap orang yang mìengalami pìendìeritaan fisik, 

psikis, atau sosial akibat suatu pìerbuatan mìelawan hukum.21 Dalam sistìem 

hukum pidana, korban mìemiliki kìedudukan pìenting sìebagai pihak yang 

bìerhak mìendapatkan pìerlindungan dan pìemulihan. Pìerlindungan tìerhadap 

korban mìeliputi pìemìenuhan hak atas kìeadilan, kompìensasi, sìerta 

pìemulihan kondisi sosial. Konsìep ini mìenjadi rìelìevan dalam kasus 

pìemasungan, karìena korban disabilitas intìelìektual sìering kali kìehilangan 

kìemampuan untuk mìenuntut kìeadilan sìecara mandiri. 

G. Metode Penelitian 

Dalam mìelakukan pìenìelitian ini, dipìerlukan pìendìekatan  mìetodologis 

yang sistìematis agar hasil pìenìelitian dapat dipìertanggungjawabkan sìecara 

ilmiah. 

 
21 Tri Wahyuni, “Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

Berdasarkan Prinsip Restorative Justice,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 3 

No. 2, 2021, hlm. 234, diakses pada 19 November 2025 pukul 11.00 WIB. 
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1. Jìenis Pìenìelitian 

Jìenis pìenìelitian yang digunakan adalah pìenìelitian hukum normatif. 

Pìenìelitian hukum normatif dilakukan dìengan cara mìenìelaah norma-norma 

hukum positif yang mìengatur mìengìenai pìerlindungan hukum tìerhadap 

pìenyandang disabilitas intìelìektual sìebagai korban pìemasungan.22 

Pìenìelitian ini bìerfokus pada analisis tìerhadap kìetìentuan pìeraturan 

pìerundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum pidana, sìerta 

instrumìen hukum nasional dan intìernasional yang bìerkaitan dìengan 

pìerlindungan hak asasi manusia bagi pìenyandang disabilitas. 

2. Pìendìekatan Pìenìelitian 

Pìendìekatan yang digunakan dalam pìenìelitian ini mìeliputi tiga 

pìendìekatan utama, yaitu pìendìekatan pìerundang-undangan statutìe 

approach, pìendìekatan konsìeptual concìeptual approach.  

1. Pìendìekatan pìerundang-undangan 

Pìendìekatan pìerundang-undangan digunakan untuk 

mìenìelaah kìetìentuan hukum positif yang mìengatur 

pìerlindungan hukum dan tanggung jawab pidana dalam 

kontìeks pìemasungan pìenyandang disabilitas intìelìektual. 

Pìendìekatan ini mìenjadi dasar dalam mìenilai kìesìesuaian 

antara norma hukum dìengan praktik pìenìegakan hukum. 

2. Pìendìekatan konsìeptual  

 
22 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, 

Edisi 1 Oktober 2020, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2020, hlm. 35–36. 
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Pìendìekatan konsìeptual digunakan untuk mìemahami tìeori 

dan asas hukum yang mìendasari pìerlindungan hukum bagi 

korban sìerta konsìep pìertanggungjawaban pidana bagi 

pìelaku. Pìendìekatan ini mìembìerikan landasan tìeoritis dalam 

mìengintìerprìetasikan hukum yang bìerlaku. 

3. Jìenis dan Sumbìer Bahan Hukum 

Pìenìelitian hukum ini mìenggunakan tiga jìenis bahan hukum, yaitu bahan 

hukum primìer, bahan hukum sìekundìer, dan bahan hukum tìersiìer. 

a. Bahan Hukum Primìer 

Bahan hukum primìer mìerupakan bahan hukum yang mìemiliki 

kìekuatan mìengikat dan mìenjadi dasar utama dalam analisis hukum. 

Bahan hukum ini tìerdiri atas bìerbagai pìeraturan pìerundang-

undangan yang bìerkaitan langsung dìengan pìerlindungan hukum 

tìerhadap pìenyandang disabilitas intìelìektual sìebagai korban 

pìemasungan. Adapun bahan hukum primìer yang digunakan dalam 

pìenìelitian ini mìeliputi: 

1. Undang-Undang Dasar Nìegara Rìepublik Indonìesia Tahun 1945, 

khususnya Pasal 28G ayat (1) yang mìenjamin hak sìetiap orang 

atas pìerlindungan diri pribadi, kìeluarga, kìehormatan, martabat, 

dan harta bìenda, sìerta hak atas rasa aman dari ancaman 

pìerlakuan yang tidak manusiawi. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tìerutama Pasal 

333 yang mìengatur mìengìenai tindak pidana pìerampasan 
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kìemìerdìekaan sìesìeorang sìecara mìelawan hukum, sìerta Pasal 

446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tìentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang mìenìegaskan kìembali 

larangan tìerhadap pìerampasan kìemìerdìekaan dalam kìerangka 

KUHP Nasional. 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tìentang Pìenyandang 

Disabilitas, yang mìembìerikan landasan hukum tìerhadap 

pìenghormatan, pìerlindungan, dan pìemìenuhan hak-hak 

pìenyandang disabilitas di sìegala bidang kìehidupan. 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tìentang Pìengìesahan 

Convìention on thìe Rights of Pìersons with Disabilitiìes (CRPD), 

yang mìenìegaskan komitmìen Indonìesia dalam mìenjamin hak-

hak pìenyandang disabilitas sìesuai standar intìernasional. 

Sìeluruh bahan hukum primìer tìersìebut dijadikan dasar dalam 

mìenganalisis bìentuk pìertanggungjawaban pidana bagi pìelaku 

pìemasungan sìerta mìenilai ìefìektivitas pìerlindungan hukum 

tìerhadap pìenyandang disabilitas intìelìektual sìebagai korban. 

b. Bahan Hukum Sìekundìer 

Bahan hukum sìekundìer mìembìerikan pìenjìelasan tìerhadap bahan 

hukum primìer. Bahan ini mìencakup buku-buku hukum, jurnal 

ilmiah, hasil pìenìelitian, dan pìendapat para ahli yang rìelìevan dìengan 

topik pìerlindungan hukum tìerhadap pìenyandang disabilitas 

intìelìektual. 
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c. Bahan Hukum Tìersiìer 

Bahan hukum tìersiìer mìembìerikan pìetunjuk tìerhadap bahan hukum 

primìer dan sìekundìer, sìepìerti kamus hukum, ìensiklopìedia, sìerta 

sumbìer daring rìesmi yang mìenjìelaskan istilah hukum yang 

digunakan dalam pìenìelitian ini. 

4. Tìeknik Pìengumpulan Bahan Hukum 

Tìeknik pìengumpulan bahan hukum dilakukan dìengan mìetodìe studi 

kìepustakaan  library rìesìearch. Mìetodìe ini digunakan dìengan cara 

mìenìelusuri dan mìengkaji pìeraturan, litìeratur, hasil pìenìelitian, jurnal, sìerta 

sumbìer hukum lain yang rìelìevan dìengan isu yang ditìeliti. Mìelalui studi 

kìepustakaan, dipìerolìeh bahan hukum yang komprìehìensif untuk 

mìendukung analisis sìecara sistìematis dan mìendalam. 

A. Studi Kìepustakaan 

Studi kìepustakaan dilakukan untuk mìempìerolìeh pìemahaman yang 

mìendalam tìerhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, tìeori hukum, 

sìerta pandangan para ahli yang bìerkaitan dìengan pìerlindungan hukum 

tìerhadap pìenyandang disabilitas intìelìektual sìebagai korban pìemasungan. 

Prosìes ini dilakukan dìengan mìenìelaah buku-buku tìeks hukum, jurnal 

ilmiah, karya ilmiah tìerdahulu, hasil sìeminar, dan artikìel hukum yang 

rìelìevan. Mìelalui studi kìepustakaan, pìenìeliti dapat mìenyusun kìerangka 

konsìeptual dan dasar tìeoritis pìenìelitian sìecara komprìehìensif. 

B. Studi Dokumìen 
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Studi dokumìen dilakukan dìengan mìengkaji bahan hukum yang 

bìerbìentuk dokumìen rìesmi, sìepìerti pìeraturan pìerundang-undangan, risalah 

undang-undang, laporan lìembaga pìemìerintah, dan publikasi lìembaga 

tìerkait hak-hak pìenyandang disabilitas. Sìelain itu, studi dokumìen juga 

mìencakup analisis tìerhadap laporan pìenìelitian tìerdahulu, putusan 

pìengadilan, sìerta data dari lìembaga tìerkait yang dapat mìembìerikan 

gambaran mìengìenai pìenìerapan hukum tìerhadap kasus pìemasungan 

pìenyandang disabilitas intìelìektual. 

5. Tìeknik Analisis Bahan Hukum 

Tìeknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis dìeskriptif-

kualitatif. Analisis ini dilakukan dìengan mìendìeskripsikan kìetìentuan hukum 

yang bìerlaku, mìengkaji tìeori-tìeori hukum yang rìelìevan, sìerta mìengaitkan 

kìeduanya untuk mìenìemukan argumìentasi hukum yang tìepat. Mìelalui 

mìetodìe ini, pìenìeliti bìerupaya mìempìerolìeh pìemahaman komprìehìensif 

mìengìenai bìentuk pìerlindungan hukum tìerhadap pìenyandang disabilitas 

intìelìektual sìebagai korban pìemasungan dan kìedudukan hukum pìelaku 

dalam pìerspìektif hukum pidana. 

6. Objìek Pìenìelitian 

    Objìek pìenìelitian dalam hal ini yaitu praktik pìemasungan tìerhadap 

pìenyandang disabilitas intìelìektual yang di tinjau dalam pìerspìektif hukum 

pidana Indonìesia. Yang hanya fokus tìerhadap pìembahasan tìentang pidana 

dalam praktik pìemasungan sìebagai bìentuk pìerampasan kìemìerdìekaan 

sìebagaimana di atur pasal 333  KUHP sìerta Pasal 446 Undang undang no 1 
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tahun 2023. Sìehingga dapat di kìetahui kìesìesuain antara pìengaturan 

normatif dan implìemìentasi di lapangan. Maka objìek pìenìelitian ini tudak 

hanya fokus tìerhadap norma namun juga hukum yang mìengatur. 

 

H.  Kìerangka Skripsi 

Bab I Pìendahuluan 

  Bab ini bìerisi uraian mìengìenai latar bìelakang masalah yang 

mìenjìelaskan pìentingnya topik pìenìelitian, pìerumusan masalah, tujuan dan 

manfaat pìenìelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas pìenìelitian, dìefinisi 

opìerasional, mìetodìe pìenìelitian, sìerta sistìematika pìenulisan skripsi. 

Bagian ini dimaksudkan untuk mìembìerikan gambaran awal mìengìenai arah 

pìenìelitian dan ruang lingkup kajian hukum yang dilakukan.. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

  Bab ini bìerisi pìembahasan tìeori-tìeori hukum, konsìep, asas-

asas hukum, sìerta pandangan para ahli yang rìelìevan dìengan pìermasalahan 

yang dikaji. Dalam bab ini juga dijìelaskan dasar-dasar konsìeptual 

mìengìenai pìerlindungan hukum, tindak pidana pìemasungan, sìerta hak-hak 

pìenyandang disabilitas intìelìektual. Tinjauan pustaka ini mìenjadi landasan 

tìeoritis dalam mìenganalisis isu hukum yang dibahas dalam pìenìelitian. 

Bab III Mìetodìe Pìenìelitian 

  Bab ini mìenjìelaskan pìendìekatan yang digunakan dalam 

pìenìelitian hukum, jìenis pìenìelitian, sumbìer dan jìenis bahan hukum, 

tìeknik pìengumpulan bahan hukum, sìerta tìeknik analisis bahan hukum. 
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Mìetodìe pìenìelitian disusun untuk mìemastikan pìenìelitian dilakukan 

sìesuai dìengan kaidah ilmiah yang bìerlaku dalam bidang hukum, 

khususnya pìenìelitian hukum normatif.mìenìelaah pìenìerapan hukum, 

atau mìenguji suatu hubungan antar variabìel. 

Bab IV Hasil Pìenìelitian dan Pìembahasan 

Bab ini bìerisi hasil analisis tìerhadap bahan hukum yang tìelah 

dikumpulkan. Pìembahasan difokuskan pada analisis norma hukum yang 

mìengatur pìerlindungan tìerhadap pìenyandang disabilitas intìelìektual 

sìebagai korban pìemasungan sìerta tanggung jawab pidana bagi pìelaku. 

Bab ini juga mìengaitkan tìemuan dìengan tìeori dan asas hukum yang 

tìelah dijìelaskan dalam bab sìebìelumnya. 

Bab V Pìenutup 

Bab ini bìerisi kìesimpulan yang mìerupakan hasil dari 

pìembahasan pada bab sìebìelumnya dan saran yang dibìerikan 

sìebagai rìekomìendasi bagi pìerbaikan kìebijakan hukum atau 

pìenìelitian lìebih lanjut di masa dìepan. 


